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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama
serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI1, masing-masing No. 158 Tahun 1987
dan No. 0543b/U/1987 dengan beberapa adaptasi.
1. Konsonan
Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin adalahsebagai berikut:

Aksara Arab Aksara Latin
Simbol | Nama (Bunyi) Simbol Nama (Bunyi)
| Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
o Ba B Be
- Ta T Te
& Sa S Es dengan titik di atas
c Ja J Je
c Ha H Ha dengan titik di bawah
e Kha Kh Ka dan Ha
s Dal D De
3 Zal Z Zet dengan titik di atas
B Ra R Er
5 Zai z Zet
o Sin S Es
& Syin Sy Es dan Ye
P Sad S Es dengan titik di bawah
o Dad d De dengan titik di bawah
b Ta T Te dengan titik di bawah
B Za z Zet dengan titik di bawah
¢ ‘Ain ‘ Apostrof terbalik
¢ Ga G Ge
O Fa F Ef
3 Qaf Q Qi




4 Kaf K Ka

J Lam L El

¢ Mim M Em

R) Nun N En

3 Waw W We

o Ham H Ha

. Hamzah ‘ Apostrof
& Ya Y Ye

Hamzah (:) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda

apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (°).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab sepertihalnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. VVokal tunggal bahasa

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, makatransliterasinya

adalahsebagai berikut:

Aksara Arab Aksara Latin
Simbol Nama (Bunyi) Simbol Nama (Bunyi)
| Fathah A A
| Kasrah I I
i Dhammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi:

Aksara Arab Aksara Latin
Simbol Nama (Bunyi) Simbol Nama (Bunyi)
« fathah dan ya Ai adani
P kasrah dan waw Au adanu

Contoh : s : kaifabukankayfa

J,A : haulabukanhawla
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3. Penulisan Alif Lam
Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf Ji (alif lam
ma’arifah) ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah

maupun huruf gamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh: M\ :al-syamsu  (bukanasy-syamsu)
i al-zalzalah  (bukanaz-zalzalah)
aLLili: al-falsalah
S - al-biladu

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

makatransliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab Aksara Latin
Harakat Huruf Nama (Bunyi) Simbol Nama (Bunyi)
, fathahdan alif, A a dan garis di atas
fathah dan waw
i kasrah dan ya I i dan garis di atas
,é[] dhammah dan ya U u dan garis di atas

Garis datar diatas huruf a, i, u bisa juga diganti dengan garus lengkung
seperti huruf v yang terbalik, sehingga menjadi &, 7, 0.Model ini sudah dibakukan

dalam font semua sistem operasi.

Contoh: <L :mata ) . rama

< e yamQtu

5. Ta MarbGtah

Transliterasi untuk ta marbatah ada dua, yaituta marbQtah yang hidup atau
mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah (t).
Sedangkan ta marb(tah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya

adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbdtah diikuti oleh kata
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yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta
marbdtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:  Jub{i ivy, : raudah al-atfil

%I:;,L;is a:A..J! - al-madanah al-fadilah

2.0

Sl - al-hikmah

6. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid (<), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh: L, :rabbana L :najjadana
& . o & . o
s al-haqq = al-hajj
PR Y] 1.
% lnu'ima e ‘aduwwun

Jika huruf () bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah (:5.»), maka ditransliterasikan seperti huruf maddah (a).
Contoh: ;19 :‘ali (bukan ‘aliyy atau ‘aly)

? ..

s~ . ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof () hanya berlaku bagi
hurufthamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hurufhamzah
terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa

alif.

Contoh: Z);,:L; ta ' murina ;)ji :al-nau’
:Q-u L syai’un ‘uf\‘ : umirtu
8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak
lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata hadis, sunnah, khusus
dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks

Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.
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Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) adalah kata al-Qur’an. Dalam KBBI digunakan kata Alquran, namun dalam
penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur’an,
dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali jika merupakan bagian
dari teks Arab.

Contoh: Fi al-Qur’an al-Karim
Al-Sunnah gabl al-tadwin
9. Lafz Aljalalah («4)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya

atau berkedudukan sebagai muddf ilaih (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf

hamzah.

Contoh: & > :dinullah &y :billah

.

Adapun ta marbdtah di akhir kata yang disandarkan kepada /afz al-jalalah
ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh: E’n\ w, &ss r:a : hum fi rahmatillah
10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital,
tetapidalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang
penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang
Disempurnakan. Huruf kapital antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal
nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila
nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital
tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf
kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul
referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ditulis dalam teks

maupun dalam catatan rujukan.
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ABSTRAK

Abdul Mazid. TINJAUAN MAQASID ASY-SYARI’AH TERHADAP
PERSOALAN PEMBAGIAN GAJI PNS KEPADA MANTAN ISTRI (Analisis
Pasal 8 Peraturan Pemerintah No.10 Tahnu 1983 Jo Peraturan Pemerintah No. 45
Tahun 1990) Dosen Pembimbing Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag

Diantara kewajiban kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri,
salah satunya yaitu nafkah. Sebagaimana telah diatur secara rinci dalam pasal 149
kompilasi hukum Islam (KHI), dan undang undang tentang perkawinan no 1 tahun
1974 Nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istri diantaranya
meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan bahkan kebutuhan terhadap
batinpun merupakan kewajiban suami terhdap istri, nafkah dalam hal ini merupakan
sebuah kewajiban suami berdasarkan al quran, hadist, dan ijma ulama. Ketentuan
sebagaimana yang tertera dalam dalam pasal 149 kompilasi hukum Islam (KHI),
dan undang undang perkawinan no 1 tahun 1974 tidaklah sama dengan ketentuan
hukum yang berlaku bagi para pegawai negri sipil pada pasal 8 peraturan
pemerintan nomor 10 tahun 1983 JO PP No. 45 Tahun 1990 tentang izin
perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Jenis Metode penelitian yang
penulis gunakan merupaka jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan
menggunakan Pendekatan perundang-undangan yang digunakan untuk
mempelajari permasalahan yang ada dalam regulasi yang telah ada, Jenis penelitian
Sehubungan dengan penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif, maka
metode analisis data yang digunakan ialah secara induktif diamana bahan hukum
yang diperoleh selanjutnya diproses secara sistematis, dimulai dari pengumpulan
data, pemilihan data, pengkategorian, pembandingan, penyatuan, sampai dengan
penafsiran data. Sehingga penelitian ini dimulai dengan menguraikan fakta-fakta
kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan yang umum. Berdasarkan hasil
dari penelitian yang telah dipaparkan dan dibahas pada bab sebelumnya, maka
kesimpulnya adalah Ketentuan pembagian gaji kepada mantan istri PNS
sebagaimana pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi
Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk memberikan kemaslahatan, yakni untuk
menekan angka perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil, menjaga istri dari
kesewenangan suami, serta agar menciptakan lingkungan Pegawai Negeri Sipil
yang bersih dan jujur yang mana banyak tergantung pada hidup keluarga yang
serasi. Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Kepada Mantan istri yang tertera pada
pasal 8 PP NO.10/1983 JO PP NO. 45 TAHUN 1990) bertentangan dengan salah
satu konsep magasid asy-syari’ah yang di utarakan oleh As-Syathibi yaitu
pelestarian harta (kifz al-mal) dan pelestarian agama (hifz din), sehingga peraturan
tersebut cenderung lebih banyak memberikan ke madhorotan bagi piak laki laki.

Kata kunci :hukum, magaSid asy-syari’ah, PNS
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah bentuk hubungan yang suci, melahirkan
kewajiban kewajiban dan juga hak hak yang harus terpenuhi dan yang harus
dipenuhi oleh pasangan suami istri. Diantara kewajiban kewajiban
yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri, salah satunya vyaitu
nafkah. Sebagaimana telah diatur secara rinci dalam pasal 149 kompilasi
hukum Islam (KHI), dan undang undang tentang perkawinan no 1 tahun 1974*
Nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istri diantaranya
meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan bahkan kebutuhan terhadap
batinpun merupakan kewajiban suami terhdap istri. Nafkah dalam hal ini
merupakan sebuah kewajiban suami berdasarkan al quran, hadist, dan ijma
ulama.?

Dalam pasal 149 kompilasi hukum Islam (KHI), dan undang undang
perkawinan no 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa selagi status masih suami istri,
pemberian nafkah tersebut tidak terikat dengan waktu, maka kewajiban
tersebut tetap. Bahkan kewajiban nafkah masih harus diberikan kepada mantan
istri sesudah terjadi perceraian yaitu ketika masih dalam masa iddah, yaitu

berupa mut'ah yang layak yang harus diberikan untuk bekas istri, bisa dengan

! Nilkhairi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Memberi
Nafkah Kepada Bekas Isteri Pasca Perceraian (Studi Analisis Terhadap Pasal 8 PP no. 10 Th
1983 jo. pp. 45 th 19907, Bengkulu: Jurnal Qiyas vol 2, no. 2, (2017):210

2 Abdurrahman 1, Perkawinan dalam Syariat Islam, ( Jakarta: PT Rineka Cipata, 1996) ,
129



benda atau uang, dengan syarat perceraian terjadi sebelum berhubungan, dan
sebagai penghibur karena telah diceraikan.® Selain memberi mut’ah, suami
juga wajib memberi mas kawin, kiswah, dan nafkah, untuk istri yang telah
diceraikan ketika dalam masa idah, akan tetapi tidak bagi yang terkena talak
bain, dan nusyuz yang juga sedang tidak mengandung.

Ketentuan sebagaimana yang tertera dalam dalam pasal 149 kompilasi
hukum Islam (KHI), dan undang undang perkawinan no 1 tahun 1974 tidaklah
sama dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi para pegawai negri sipil pada
pasal 8 peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 JO PP No. 45 Tahun
1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negri sipil.

Dimana apabila terjadinya perceraian karena kehendak suami, dan
bukan kerana kesalahan istri (zina, KDRT, pemabuk, pemadat, penjudi yang
susah disembuhkan atau meninggalkan suami selama 2 tahun berturut turut
tanpa alasan yang sah atau Sesutu yang lain diluar emampuannya) maka suami
tersebut diwajibkan membagi bagi gajinya untuk kebutuhan hidup istri dan
anaknya, dengan masing masing mendapatkan 1/3. Apabila tidak memiliki

anak, maka suami harus menyerahkan setengah dari gajinya kepada bekas
istrinya setiap bulan selama mantan istrinya tidak/belum menikah lagi.* Akibat
hukum tersebut tentunya berbeda dengan akibat hukum yang ada sebagaimana

di atur dalam hukum Islam dan juga undang undang tentang perkawinan pada

3 M. Bagir Al-habsi, Figi Praktis, (Bandung: Mizan, 2002), 230
4 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 JO PP No. 45 Tahun 1990 tentang lzin
Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negri (LN No. 61 Tahun 1990, TLN No.3424)



umumnya kalangan non PNS, yang tidak berkewajiban memberikan nafkah
setelah masa iddah kepada bekas istrinya.

Sebagaimana contoh putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang
nomor 316/Pdt.G/2020/PTA Smg., dimana telah diputuskan, berdasarkan pasal
8 ayat 6 peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 JO PP No.
45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai
negri sipil, majelis hakim menggabulkan tuntutan pembanding semula
tergugat (istri), dengan ketentuan sepertiga dari gaji terbanding semula
penggungat (suami) untuk anak anaknya sampai dengan dewasa dan mandiri,
dan sepertiga gaji dari terbanding semula penggugat (suami) untuk
pembanding semula tergugat (istri) sampai dengan pembanding semula
tergugat (istri) kawin lagi.

MagaSid asy-syari’ah sendiri merupakan inti dari sebuah undang
undang ataupun peraturan peraturan yang berdasarkan syariat Islam yang
diberlakukan. MagaSid asy-syari’ah yang memiliki lima prinsip, yaitu
memlihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan juga harta.

peneltian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pasal 8 peraturan
pemerintah nomor 10 tahun 1983 JO PP No. 45 Tahun 1990 tentang izin
perkawinan dan perceraian bagi pegawai negri sipil yang mengatur pembagian
gaji PNS setelah terjadi perceraian secara magasid asy-syari ‘ah, apakah sesuai
dengan ketentuan ketentuan magasid asy-Syari’ah. dengan demikian
diharapkan, peneitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman

tentang persoalan pembagian gaji PNS,Berdasarkan uraian masalah tersebut,



penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul tinjauan magaSid asy-
syari’ah  terhadap  persoalan  pembagian gaji PNS  kepada
mantan istri (analisis pasal 8 peraturan pemerintah no.10/1983 jo peraturan
pemerintah no. 45 tahun 1990)
B. Rumusan Masalah
1. Apa tujuan pembagian gaji PNS kepada bekas istrinya setelah perceraian
menurut pasal 8 PP No.10 tahun1983 JO PP No. 45 tahun 1990?
2. Bagaimana tinjauan magasid asy-Syari’ah terhadap pembagian gaji PNS
kepada istrinya setelah perceraian pasal 8 PP No.10 tahun1983 JO PP No.
45 tahun 19907
C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penetian
a. Untuk mengetahui bagaimana pembagian gaji PNS sesudah terjadi
perceraian menurut pasal 8 PP No.10 tahun1983 JO PP No. 45 tahun
1990
b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauann magasid asy-Syari ah terhadap
pembagian gaji PNS setelah perceraian pasal 8 PP No.10 tahun1983 JO
PP No. 45 tahun 1990
2. Manfaat peneitian
a. Kegunaan teoritis
1) Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang

hokum keluarga Islam, khususnya pada persoalan pemberian nafkah



pada mantan istri PNS sebagaimana telah diatur dalam pasal 8
PP No. 10 tahun 1983 JO PP No. 45 tahun 1990
2) Diharapakan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian
penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.
b. Kegunaan praktis
Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan
pemahaman untuk masyarakat, khusunya para pegawai negri sipil
mengenai maksud dan tujuan pembagian gaji terhadap mantan istri
sebagaimana disebut dalam pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 JO PP No.
45 tahun 1990
D. Tinjauan pustaka

Terdapat beberapa penelitian atau riset terdahulu yang relevan dengan
penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, diantaranya;

Penelitian terdahulu tentang problematika pembagian gaji PNS setelah
perceraian telah dilakukan oleh beberapa orang dengan fokus
permasalahan yang bermacam macam. Seperti penelitian yang telah
dilakukan oleh Triyas sakti Dewi (2021)°, Isnatun (2010)%, yuliani khilyatus
shoimah (2009)’. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini

digunakan untuk mengungkap apakah pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 JO PP No.

® Triyas sakti dewi, "pemberian nafkah kepada mantan istri di kalangan pegawai negeri sipil
perspektif maslahah mursalah(studi putusan mahkamah agung republik indonesia nomor 02
p/hum/2017)" Skripsi HKI (jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), 10.

& Isnatun, "penyelasaian pembagian gaji pegawai negeri sipil terhadap bekas isteri yang
diserahkan pad atasan atau intansi terkait pasca perceraian” skripsi HKI (semarang: uin walisongo,
2010), 15.

" Yuliana khilyatus shoimah, “Pelaksanaan pembagian gaji pegawai negeri sipil sebagai
akibat perceraian(studi terhadap beberapa putusan pengadialn agama wets)” skripsi HKI
(yogyakarta: Ull, 2009), 18.



45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negri sipil
yang mengatur terhadap persoalan pembagian gaji PNS setelah terjadi
perceraian sudah sesuai dengan magasid asy-syari’ah.

Penelitian yang telah dilakukan oleh yuliani khilyatus shoimah
“Pelaksanaan Pembagian Gaji Pegawai Negri Sipil Sebagai Akibat
Perceraian”®, dalam penelitian ini membahas bagaimana ketentuan pembagian
gaji pegawai negri sipil setelah perceraian menurut pasal 8 PP No.10 tahun
1983 JO PP No. 45 tahun 1990 dalam penetapan biaya
kehidupan anak dan bekas istri setelah perceraian, dari penelitian yuliani
khilyatus shoimah memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan
oleh penulis, dimana fokus dalam pembagian gaji PNS dengan mantan
istrinya menurut pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 JO PP No. 45 tahun 1990,
namun bedanya, penelitian yang dilakukan oleh yuliani khilyatus shoimah
lebih mengedepankan penetapan biaya yang kehidupan anak dan bekas istri
setelah perceraian, sementara penulis lebih mengedepankan aspek magqasid
asy-syari’ahnya dari peraturan pemerintah tersebut.

Penelitian yang relavan berikutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh
Isnatun “penyelasaian pembagian gaji pegawai negeri sipil terhadap bekas istri
yang diserahkan pada atasan atau intansi terkait pasca perceraian™,

penelitian ini juga membahas mengenai pembagian nafkah bagi bekas istri

8 Triyas sakti dewi, "pemberian nafkah kepada mantan istri di kalangan pegawai negeri sipil
perspektif maslahah mursalah(studi putusan mahkamah agung republik indonesia nomor 02
p/hum/2017)" Skripsi HKI (jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), 25.

% Isnatun, "penyelasaian pembagian gaji pegawai negeri sipil terhadap bekas isteri yang
diserahkan pad atasan atau intansi terkait pasca perceraian” skripsi HKI (semarang: uin walisongo,
2010), 55.



pegawai negri sipil yang telah diatur oleh pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 JO
PP No. 45 tahun 1990, yang menjadi fokus dari peneliian ini yaitu mengenai
bagaimana putusan pegadilan agama semarang dan pertimbangan hukumnya
tentang pemberian gaji PNS terhadap bekas istri yang idserahkan kepada
instansi atau atasan terkait pasca perceraian, dan bagaimana ke efektifitasan
putusan pengadilan agama tersebut, berbeda dengan penelitian yang akan
dilakukan leh penulis yang akan berfokus pada pembahasan peraturan
pemerintah tersebut dengan melakukan analisis menggunakan teori magasid
asy-syari ah.

Penelitian yang relavan berikutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh
Triyas sakti Dewi “pemberian nafkah kepada mantan istri di kalangan pegawai
negeri sipil perspektif maslahah mursalah” . Dalam penelitian ini, membahas
pemberian nafkah kepada mantan istri di kalangan pegawai negeri sipil
perspektif maslahah mursalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
perbedaan pendapat hakim dalam memutuskan perkara permohonan
uji materiil muatan pasal 8 ayat 1 dan ayat 3 PP No. 10 tahun 1983 JO PP
No. 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai
negeri sipil dalam putusan Mahkamah Agung RI No 2 P/HUM/2017, dan
bagaimana ketentuan pemberian nafkah kepada mantan istri di kalangan
PNS perspektif teori maslhah mursalah. Dari penelitian yang dilakukan oleh
Triyas sakti Dewi, ada keselarasan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh

penulis, dimana sama sama membahas pemberian nafkah kepada mantan istri

10 Abdul Aziz Dahlan, “Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 4 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van
Hoeve, 1997), 1281



di kalangan pegawai negeri sipil setelah terjadinya perceraian, namun bedanya
penulis memfokuskan penganalisisan masalah pada teori magasid asy-
syarz’ah.
E. Kerangka Teori
1. Nafkah
Pada ketentuanya, nafkah diberikan oleh seseorang, kepada yang
menjadi tanggungan pemberian nafkah,'* dimana salah satu yang wajib
oleh seorang suami yaitu memberikan nafkah untuk istri dan anaknya.
Hukum positif yang ada di Indonesia sendiri tidak menerangkan besaran
secara pasti nafkah yang wajib diberikan oleh suami. Hal ini menunjukan
bahwa kemampuan suami dan kebutuhan keluarga menjadi perkiraan
bearapa besaran yang harus diberikan oleh suami kepada istri dan juga
anaknya. Masyarakat pada umumnya mengira mengenai kewajiban
pemberian nafkah, yaitu dimulai pada saat lahirnya ikatan perkawinan
sampai dengan berakhirnya perkawinan tersebut. Namun, pada
kenyataanya tak selesai sampai berakhirnya perkawinan saja. Masih ada
kewajiban suami yang harus dituntaskan pasca perceraian sesuai dengan
yang ada pada hukum Islam. Hal ini di atur juga oleh beberapa peraturan
yang berlaku di Indonesia, beberapa aturan di Indonesia yang mengatur
tentang pemberian nafkah kepada mantan istri, antara lain terdapat pada

pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 JO PP No. 45 tahun 1990 tentang Pegawai

11 Abdul Aziz Dahlan, “Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 4 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van
Hoeve, 1997), 1281



Negeri Sipil, yang menjadi bahan penelitian oleh penulis. Dalam pasal

tersebut terdapat beberapa ayat yang berbunyi :

a. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria
maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan
bekas istri dan anak-anaknya;

b. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yatu sepertiga
untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk
bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;

c. Apabiladari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang
wajib  diserahkan  oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas
istrinya ialah setengah dari gajinya;

d. Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan
perceraian  disebabkan karena istri berzinah, dan atau  istri
melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun
batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan
penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan
suami selama dua tahun berturut-turut

e. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak
berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya;

f. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku,
apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami
berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan

berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi
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pemabuk,pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan
atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut
turut tanpa izin istri dan tanpa alas an yang sah atau
karena hal lain diluar kemampuannya
g. Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari  bekas
suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi®?
Adanya peratutan tersebut, tentunya menjadi pembeda
antara orang orang yang berprofesi sebgai Pegawai Negeri Sipil
dengan kalangan non Pegawai Negeri Sipil. Bagi kalangan non PNS
sendiri, tidak ada aturan mengenai pembagian prosentasi gaji terhadap
mantan istrinya, sebagai mana dijelaskan pada Undang undang No. 1
Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang
Perkawinan. Hal ini yang kemudian menjadi isnpirasi penulis untuk
mengetahui apakah adanya perautan tersebut sudah sesuai dengan
Magqasid SyarT’ah yang merupakan inti dari sebuah undang undang.
2. Magasid Asy-Syari’ah
Magasid asy-syari’ah sendiri dilihat dari segi bahasa, maka
tersusun dari dua kata yaitu Maqasid dan SyarT’ah. Kata magasid
merupakan bentuk jama’ dari kata maqgsudun yang merupakan isim
maful dari kata gasada yang berarti maksud atau tujuan. Dan asy-

syari’ah sendiri secara bahasa berarti kang bongso syara (secara

12 peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 JO PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negri (LN No. 61 Tahun 1990, TLN No.3424)
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syara).’® Sedangkan magasid asy-syari’ah secara istilah yaitu,
tujuan tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.**

Ditetapkannya hukum oleh Allah, tentu saja bertujuan untuk
kemaslahatan setiap manusia di dunia dan akhirat. Imam As Syatibi
menjelaskan lebih lanjut mengenai beban-beban hukum, yang
sesungguhnya ditujukan untuk menjaga Magasid (tujuan) hukum dalam
diri makhluk itu sendiri. Imam As Syatibi menjelaskan bahwa Magasid
ini terdapat tiga macam, yaitu al-daruriyyat ( Keniscayaan ), al-hajiyyat
(Kebutuhan), dan al-tahsiniyyat (Kemewahan). Al-daruriyyat harus
ada untuk menjaga kemashlahatan dunia dan akhirat, karena
jika hal ini tidak ada, maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat.
Kadar kerusakan yang ditimbulkan adalah sejauh mana dlaruriyat
tersebut hilang.*®

Magasid al-daruriyat ada lima yaitu: hifz al-din (pelestarian
agama), hifz al-nafs (pelestarian jiwa), hifz al-mal (pelestarian harta),
hifz al-‘aql (pelestarian akal), hifz al-nasl (pelestarian keturunan), dan
sebagian ulama yang lain turut menambah satu lagi yakni hifz al- ‘ird
(pelestarian kehormatan).

Magasid al-hajiyat adalah jenis kebutuhan untuk mempermudah

dan mengangkat segala hal yang dapat melahirkan kesulitan, namun

13 H. Taufiqul Hakim, “Kamus attaufiq”, (jepara : Darul falah Amsilati, 2004), 307.

14" Asafri Jaya, “Konsep Maqashid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi”, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1999), 5.

15 Moh. Toriquddin, “Teori Magqashid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi”, de Jure: Jurnal
Syariah dan Hukum, Vol. 6 Nomor 1, (Malang: 2014), 35.
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tidak sampai ke tingkat daruriyat.'® Hajiyat juga dapat diartikan dengan
kebutuhan sekunder, di mana seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi,
tidak sampai merusak kehidupan, namun keberadaannya sangat
dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia.

Dari segi penentapan hukum berdasarkan hajiyat, terbagi
menjadi tiga

a. Yaitu hal yang dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan sesuatu
yang diperintkan oleh syari’at. Seperti mendirikan sekolah untuk
menunjang aktifitas belajar yang merupakan kewajiban manusia.
Kebutuhan kepada sekolah ini dianggap besar, namun ketiadaan
sekolah tidak berarti terputusnya jalan untuk menuntut ilmu.

b. Sesuatu yang dibutuhkan untuk menghindari secara tidak langsung
pelanggaran-penlanggaran agama yang bersifat dharuri, seperti
dilarangnya berduaan sebagai antisipasi terjadinya perbuatan zina
yang merupakan pelanggaran bersifat dharuriy. Secara teori
tidaklah setiap kali berduaan (laki-perempuan) bearti akan terjadi
perzinahan, hanya saja hal itu dilarang untuk menutup
kemungkinan terjadinya, dan kepentingan dari adanya tindakan
antisipasi ini berada pada tingkat hajiyat.

c. Segala bentuk kemudahan (rukhsat al-syar’iyyat) yang
memberikan kelapangan bagi kehidupan manusia. Pada hakikatnya

ketiadaan rukhshah tidak akan menghilangkan unsur dharuriy,

16 Amir Syarifuddin, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”, (Jakarta: Prenada Media,

2006), 227
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namun manusia akan berada dalam kesulitan, maka dari itu
keberadaan rukhshah terdapat dalam semua aspek seperti ibadah,
muamalah dan jinayah.’

Magasid al-tahsiniyat berarti kebutuhan yang bersifat tersier,
tahsiniyat merupakan penyempurna kedua maqasid sebelumnya, adapun
tujuan dari keberadaannya untuk memperindah kehidupan manusia, di mana
tanpa adanya hal tersebut tidak berarti merusak tatanan kehidupan manusia
dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan, keberadaannya berguna untuk
menata akhlak dan pola interaksi manusia dalam pergaualan, yang meliputi
kesempurnaan adat kebiasaan, dan akhlak yang mulia.®

Magasid asy-syari’ah memandang perkawinan merupakan hal yang
memuat tiga hal yaitu memelihara agama (kifz al-din), memelihara
keturunan (kifz al-nasb) dan memelihara jiwa (hifz al-nafs). Perkawinan
dapat dikatakan memelihara agama dilihat dari sisi bahwa disamping
kebutuhan dan fitrah manusia, perkawinan juga merupakan ibadah serta
dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zina dan tindak
asusila yang diharamkan.*®

Lalu terkait dengan nafkah yang merupakan salah satu bagian dari
hukum perkawinan, tentunya juga tidak lepas dari pertauran-peraturan yang

mengatur berjalanya praktek pernafkahan, baik nafkah secara batin dan juga

17 Amir Syarifuddin, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”, (Jakarta: Prenada Media,
2006), 228.

18 Amir Syarifuddin, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”, (Jakarta: Prenada Media,
2006), 227

1 Abd. Rasyid As’ad, “Konsep Maqasid Syari’ah dalam Perkawinan”,
https://badilag.mahkamah agung.go.id. (diakses tanggal 26 Agustus 2020).
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secara dhohir, contoh seperti Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Undang-
Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam
dan pasal 8 peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 JO PP No. 45
Tahun 1990 tentang Pegawai Negeri Sipil, yang didalamnya mengatur
tentang bagaimana prosedur penafkahan. Terkhusus bagi mereka yang
berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mana memiliki peraturan
khusus tersendiri yang membuat beda dengan yang lainya. Dengan
perbedaan tersebut tentunya berbeda pula dalam proses penciptaan, dan
alasan mengapa perlu di adakan dan diberlakukan peraturan tersebut.
Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti apa dan bagaimana
peraturan tersebut sudah sesuai dengan magasid asy-syari’ah yang menjadi
tujuan dari diberlakukanya sebuah peraturan.
F. Metode Penelitian

Metode dalam sebuah penelitian merupakan hal yang mendapatkan kajian

penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam

menelaah data dan menjelaskan objek pembahasan, penulis menempuh metode

sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini disusun menggunakan jenis penelitian hukum normatif

atau doktrinal. Penelitian hukum normatif atau doktrinal adalah proses
analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang
bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian

mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Metode ini



15

membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji
serta tujuan penelitian yang akan dicapai.
2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan
digunakan untuk mempelajari permasalahan yang ada dalam regulasi yang
telah ada, bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, factual
dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena
yang diteliti untuk mendapatkan suatu pemecahan?®. Dalam hal ini magasid
asy-syari’ah sebagai landasan hukum Islam berperan untuk menakar
sebuah peraturan yang dimaksudkan untuk pelaksanaan syariat Islam. Hal
ini menjadi penting dikarenakan sebuah peraturan yang bertujuan untuk
pelaksanaan syariat tentu harus sesuai dengan ketentuan magasid asy-
syari’ah.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang
didapatkan dari hasil penulusuran literatur kepustakaan. Bahan hukum
tersebut, yaitu:
a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu dokumen aturan yang mengikat
danditetapkan oleh pihak berwenang yang terdiri dari peraturan

perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan

20 peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2011), 24.
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perundang-undangan.?! Dalam penelitian ini bahan hokum primer yang
digunakan adalah:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan
Perceraian
b. Bahan hukum sekunder
Bahan hokum sekunder merupakan dokumen pendukung yang
memuat informasi atau hasil kajian sebagai penjelas bahan hokum
primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini
adalah buku-buku yang memuat doktrin hukum, buku-buku ushul figh,
jurnal-jurnal hukum, karya tulis ilmiyah, dan beberapa sumber dari
internet yang berkaitan dengan persoalan diatas.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yaitu, bahan hokum yang memberikan
petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder yang terdiri dari:
1) Kamus Hukum
2) Kamus Bahasa Indonesia.
4. Teknik Pengumpulan Data
Penulis melakukan pengumpulan data dengan studi pustaka

terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hokum

21 Zainuddin Ali, “Metode Penelitian Hukum «, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 47.
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sekunder, maupun bahan hukum tersier. Adapun teknik pengumpulan data
yang dilakukan, yaitu berupa studi kepustakaan. Studi kepustakaan
dilakukan untuk mengumpulkan literatur baik yang berasal dari buku,
karya tulis, dokumen, maupun informasi dari internet.
5. Metode Analisis Data
Sehubungan dengan penelitian yang digunakan ialah penelitian
normatif, maka metode analisis data yang digunakan ialah secara induktif.
Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya diproses secara sistematis,
karena dimulai dari pengumpulan data, pemilihan data, pengkategorian,
pembandingan, penyatuan, sampai dengan penafsiran data. Sehingga
penelitian ini dimulai dengan menguraikan fakta-fakta kemudian
dirumuskan menjadi suatu kesimpulan yang umum.
G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan ini, dibagi menjadi lima bab, masing-
masing bab terdiri dari beberpa sub bagian dengan tujuan agar pembahasaan
dalam penelitian ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematika dalam
penelitian ini sebagai berikut:

BAB | Pendahuluan, Bab ini berisi judul, latar belakang masalah,
rumusan-masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori,
kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB Il Nafkah dan Magasid Asy-Syari’ah. Bab ini berisi mengenai
Nafkah, yaitu berupa, nafkah dalam Islam, dan nafkah di Indonesia. Lalu

mengenai teori magqasid asy-Syari’ah yaitu pengertian, dan pembagian
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magqasid asy-syari’ah. Lalu mengenai Analisis magasid asy-syari’ah Terhadap
Pemberian Nafkah Kepada Mantan Istri.

BAB Il Pemberian Nafkah Kepada Mantan Istri Pegawai Negri Sipil.
Bagian ini berisi alasan hukum pembagian gaji setelah percerain di kalangan
PNS dan putusan pengadilan terkait pembagian gaji PNS dengan istrinya
setelah perceraian berdasakan pasal 8 peraturan pemerintah nomor 10 tahun
1983 Jo PP No. 45 tahun 1990

BAB IV Analisis Dan Hasil Penelitian. Bagian ini berisi analisis
mengenai bagaimana pembagian gaji PNS sesudah terjadi perceraian menurut
pasal 8 peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 Jo PP No. 45 tahun 1990
dan hasil penelitian bagaimana tinjauan maqasid asy-syari’ah terhadap
pembagian gaji PNS setelah perceraian pasal 8 peraturan pemerintah nomor
10 tahun 1983 Jo PP No. 45 tahun 1990

BAB V Kesimpulan. Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari
hasil analisis terhadap ketentuan peraturan-peraturan nafkah dan magasid asy-

syari’ah.



BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dipaparkan dan dibahas pada bab
sebelumnya, maka kesimpulnya adalah

1. Pembagian gaji kepada mantan istri PNS sebagaimana pasal 8 Peraturan
Pemerintan Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
bertujuan untuk memberikan kemaslahatan, yakni untuk menekan angka
perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil, menjaga istri dari kesewenangan
suami, serta agar menciptakan lingkungan Pegawai Negeri Sipil yang bersih dan
jujur yang mana banyak tergantung pada hidup keluarga yang serasi.

2. Dalam perspektif magasid asy-syari’ah,Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil
Kepada Mantan istri yang tertera pada pasal 8 PP NO.10/1983 JO PP NO. 45
TAHUN 1990 berkontradiktif dengan apa yang telah ditetapkan oleh hukum
islam, jika ditinjau dari segi magasid asy-Syari’ah, Pembagian Gaji Pegawai
Negeri Sipil Kepada Mantan istri yang tertera pada pasal 8 PP NO.10/1983 JO
PP NO. 45 TAHUN 1990 memberi kemaslahatan bagi mantan istri dari
kesewenangan suami dan memenuhi kebutuhan istri yang tidak berpenghasilan
dengan niat shadagah. Akan tetapi pasal 8 PP NO.10/1983 JO PP NO. 45
TAHUN 1990bertentangan dengan salah satu konsep magqasid asy-Syari’ah yang
di utarakan oleh Al-Syathibi vyaitu pelestarian harta (Hifz al-Mal) dan

pelestarian agama (HifzDin), sehingga peraturan tersebut cenderung lebih banyak
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memberikan ke madhorotan bagi piak laki laki.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat
bermanfaat untuk ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum
perdata. Oleh karena itu penulis mencoba untuk memberikan beberapa rekomendasi
sebagai berikut:

1. Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara sudah seharusnya memberikan
tauladan yang baik bagi masyarakat dalam hal berkeluarga ada maupun tiada
peraturan yang mengikat. Hal ini dapat dicapai dengan mempertimbangkan
secara matang saat ikatan perkawinan hendak dibuat maupun diakhiri. Sehingga
lingkungan PNS yang jujur dan bersih karena lingkungan keluarga yang bersih
dapat terpenuhi.

2. Ketentuan pembagian gaji kepada mantan istri PNS sebagaimana pasal 8
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan, sebaiknya kembali dilakukan
perevisian terhadap bunyi pasalnya agar lebih memberikan keadilan bagi pihak
laki laki maupun pihak perempuan.

3. Bagi Pemerintah seyogyanya melakukan pengawasan yang lebih terhadap
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi
Pegawai Negeri Sipil, agar tidak dimanfaatkan untuk perbuatan yang melanggar

hukum oleh oknum.
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